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SALINAN PUTUSAN
Nomor 0182/Pdt.G/2017/PA.Buol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Gugat antara:
NAMA PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,
pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di
RT.002/ RW. 001, Desa Lamadong Il, Kecamatan
Momunu, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;
melawan
NAMA TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.002/ RW.
001, Desa Lamadong ll, Kecamatan Momunu, Kabupaten
Buol, selanjutnya disebutsebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Nopember

2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan
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Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 0182/Pdt.G/2017/PA.Buol, telah

mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. BahwaPenggugatdengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari
Selasa tanggal 08 Februari 2000 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol
berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/02/11/2000, tertanggal
02 Nopember 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugatdan Tergugat tinggal bersama di rumah
orangtua Penggugatdi Desa Lamadong ll, kecamatan Momunu, Kabupaten
Buol selama kurang lebih 17 tahun sampai berpisah;

3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah
mencapai 17 tahun 10 Bulan, awalnya rukun dan damai sebagaimana
layaknya suami isteri dan tidak telah melakukan hubungan suami isteri
(ba’da dukhul) selama kurang lebih 16 tahun, serta telah dikaruniai 3 orang
anakyang masing-masing bernama:

a. NAMA ANAK | lahirtanggal 26 Juli 2003;
b. NAMA ANAK Il lahirtanggal 22 Agustus 2005;
c. NAMA ANAK Il lahir20 Agustus 2009;

4. Bahwa sejak tanggal 19 Februari 2017 rumah tangga antara Penggugatdan
Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:

a. Tergugat suadah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama
NAMA PEREMPUAN LAIN

b. Penggugatdan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;
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5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 19
Februari 2017 ketika itu yang mengakibatkan Tergugat telah pergi
meninggalkan kediaman bersama ke Kota Ambon sejak tanggal 19 Februari
2017 sampai sekarang telah mencapai 8 bulan dan selama pisah tempat
tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan
tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat
dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap
berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat
tetap ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan
rumah tangganyalagi, karena tujuan perkawinan tidak dapatterwujud;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT
terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara

ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang
sah meskipun menurut relaas panggilan yang bersangkutan telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
upaya mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim
selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan
nasihat kepada Penggugat agar damai dan rukun kembali sebagai suami isteri
bersama Tergugat, namun upaya tersebuttidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat
gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya
Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya dengan perubahan posita
pada angka 5 bahwa sebelum gugatan diajukan Tergugat sudah datang
kembali ke Buol sebagaimana alamat Tergugat di dalam identitas surat gugatan
Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas
nama Pengugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol Nomor 17/02/1/2000 Tanggal 02
Nopember 2017, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah
dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat

juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:
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Saksi I: NAMA SAKSI |, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS Guru di

SDN 09 Momunu, Tempat tinggal di Dusun lll, RT.008/ RW. 004, Desa

Lamadong |, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai

Paman Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

¢ Bahwa saksi mengenal Penggugatdan Tergugat;

¢ Bahwa saksi sudah lupa kapan Penggugatdan Tergugat menikah;

e Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke Mess PT. CCM sampai
berpisah;

e Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3
orang anak;

e Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis. Akan tetapi sejak bulan April tahun 2017 rumah tangganyatidak
rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita
lain tanpa seizin Penggugat;

¢ Bahwa saksitidak pernah melihat Penggugatdan Tergugatbertengkar;

e BahwaPenggugatdan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang
lebih 8 bulan lamanya;

¢ Bahwa Tergugatlah yang pergi dari rumah kediaman bersama;

e Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
kepada Penggugat;

¢ Bahwaantara Penggugatdengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi
yang baik;

e Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha untuk merukunkan,
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namun Penggugattetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi Il: NAMA SAKSI Il, Umur 47 tahun, Agama Islam, Tidak ada pekerjaan,

Tempat tinggal di Dusun VI, RT.008/ RW. 004, Desa Lamadong |, Kecamatan

Momunu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Bibi Penggugat, di bawah

sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

e Bahwa saksi mengenal Penggugatdan Tergugat;

e Bahwa saksi tidak tahu kapan dan di mana Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan, karena pada saat itu saksi berhalangan hadir;

e Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke Mess PT. CCM sampai
berpisah;

¢ Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3
orang anak;

¢ Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis. Akan tetapi sejak bulan April tahun 2017 rumah tangganyatidak
rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita
lain tanpa seizin Penggugat;

e Bahwa saksitidak pernah melihat Penggugatdan Tergugatbertengkar;

¢ Bahwa Penggugatdan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang
lebih 8 bulan lamanya;

¢ Bahwa Tergugatlah yang pergi dari rumah kediaman bersama;

e Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
kepada Penggugat;

e Bahwaantara Penggugatdengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi
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yang baik;
e Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha untuk merukunkan,
namun Penggugattetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan
Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka
sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mencukupkan alat-alat
buktinya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisah kan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu,
Kabupaten Buol, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 17/02/11/2000
Tanggal 02 Nopember 2017 oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing
untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan
gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat
(1) Huruf aUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto
Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka
perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-
sungguh menasihati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan
Tergugat sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut
tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di
Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus
dilaksanakan mediasi, akan tetapi karena pihak Tergugat tidak pernah hadir,
maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang

diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang
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tertutup untuk umum. Sifattertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal
80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan pada
pokoknyatetap pada dalil gugatnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas,
ternyata Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta
ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana
dimaksud Pasal 149 RBg Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 Juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, jika Tergugat
tidak pernah hadir atau tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir
dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas
nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
Momunu, Kabupaten Buol Nomor 17/02/1/2000 Tanggal 02 Nopember 2017,

yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan

Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 9

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukii
P, halini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P sesuai dengan aslinya,
bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga bukti tersebut dapat diterima
sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985
Tentang Bea Meterai Juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas
Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal
pembuktian. Sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki
kekuatan pembuktian yang mengikat. Maka terbukti bahwa Penggugat dan
Tergugat merupakan pasangan suamiisteri yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga
mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama
NAMA SAKSI I, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS Guru di SDN 09
Momunu, Tempat tinggal di Dusun lll, RT.008/ RW. 004, Desa Lamadong |,
Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol dan NAMA SAKSI Il, Umur 47 tahun,
Agama Islam, Tidak ada pekerjaan, Tempat tinggal di Dusun VI, RT.008/ RW.
004, Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa dua orang saksi di muka sidang telah disumpah
sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah
sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, saksi pertama dan

saksi kedua adalah keluarga Penggugat, hal mana sesuai dengan maksud
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Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat
merupakan keluarga Penggugat, dan telah memberikan keterangan
berdasarkan pada pengetahuan saksi sendiri dan ternyata saling bersesuaian
dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah
memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan
dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta
hukum sebagai berikut:

¢ Bahwa Penggugatdan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan
tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

e Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah
orangtua Penggugat;

e Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang
anak;

e Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak bulan April tahun 2017 sudah tidak rukun lagi, karena
antara Penggugatdan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

¢ Bahwa saksi-saksitidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

¢ Bahwa yang menjadi sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena
Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih

selama 8 bulan;

Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan
nafkah kepada Penggugat;

e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun
kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas
Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa
terlaksana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tujuan
perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum
untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami dan isteri terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19
Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf f
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga
tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan
telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah
tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan
ditemukannya fakta hukum antara Penggugat dan Tergugattelah pisah rumah,
yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi
saling percaya dan saling pengertian yang merupakan bagian dari gejala

perselisihan dalam rumah tangga;
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah
oleh Tergugat terutama dalam hal keadaan rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak rukun dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan
saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak rukun dan mereka sudah pisah tempat tinggal serta pihak
keluarga telah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil. Majelis
Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun
Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut
menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga
dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang
merupakan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat rumah
tangganya sudah tidak rukun dan sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan
lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999
nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih,
cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu
pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,
hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu
perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis di atas, jika hal
tersebut dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan

kemudaratan bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, menceraikan
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Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik daripada mempertahankan
Perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sesuai dengan kaidah figh yang
diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:
cladl Cla e atie adid) 0
Artinya: "Menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari
kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat
berdasarkan alasan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah cukup
beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan
dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut
tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selain itu, gugatan
Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan
Penggugat dapat diputus dengan verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149
RBg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk

mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
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Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan

keduanya dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar

yang disediakan untukitu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA TERGUGAT
terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT,;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan
salinan putusan perkara a quo selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
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Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untukiitu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 376.000.,- (tiga ratus tujuh puluh enamribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16
Rabiulawal 1439 Hijriah, oleh Drs. Nurmaali sebagai Ketua Majelis, Muhammad
Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.H.l., M.S.I| masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para
Hakim Anggota dan dibantu oleh Syaufil Akhyar, S.H sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugattanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota |, Ketua Majelis,
ttd ttd
Muhammad Jalaluddin, S.Ag Drs. Nurmaali

Hakim Anggota ll,
ttd

Fathur Rahman, S.H.l., M.S.I
Panitera Pengganti,

ttd
Syaufil Akhyar, S.-H
Rincian Biaya Perkara :
1. BiayaPendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi :Rp. 50.000,-

3. BiayaPanggilan :Rp.285.000,-
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4, Redaksi :Rp. 5.000,-

5. Meterai :Rp. 6.000,-
Jumlah :Rp. 376.000,-
(tiga ratus tujuh puluh enamribu rupiah)

UNTUK SALINAN,
PANITERA PENGADILAN AGAMA BUOL,

Drs. ARIFIN
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